
Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di sepanjang
tahun 2025 menimbulkan masalah baru. Saat ini Rumah Tahanan (Rutan) KPK mengalami
overkapasitas (kelebihan kapasitas). Juru bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa
ada dua Rutan KPK, yaitu Rutan Gedung Merah Putih (K4) dan Rutan Gedung Pusat Edukasi
Antikorupsi (C1) yang telah kelebihan kapasitas. Dua rutan ini memiliki kapasitas 51 orang,
namun kini diisi 57 orang. Meskipun demikian, Budi memastikan pengelolaan rutan tersebut
tetap sesuai dengan standar ketentuan dan melindungi hak-hak dasar tahanan.

Kondisi rutan yang overkapasitas tidak menghalangi KPK untuk terus membongkar kasus
korupsi dan menahan para tersangka. Penuhnya rutan ini juga menjadi cerminan bahwa KPK
giat dalam memberantas korupsi, namun hal ini juga merefleksikan keterbatasan infrastruktur
peradilan pidana.

Untuk menyiasati hal tersebut, pengelola Rutan KPK mengambil langkah darurat dengan
memanfaatkan ruang isolasi untuk menampung enam orang lainnya. Hal ini dilakukan agar
proses hukum berjalan sesuai dengan standar. Budi menjelaskan masalah kepadatan rutan
yang saat ini dialami lembaganya bisa diatasi dengan menjalin koordinasi bersama lembaga
lain. Menurutnya, salah satu langkah yang mungkin ditempuh KPK adalah menitipkan tahanan
di tempat berbeda. KPK dapat bekerja sama dengan pihak lain, seperti Kementerian Imigrasi
dan Pemasyarakatan (Imipas) dan kepolisian untuk melakukan titip rawat penahanan. Adapun
KPK pernah menggunakan rutan di Pomdam Jaya Guntur dan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut
(Puspomal) sebagai alternatif. Namun, kedua fasilitas tersebut telah dinonaktifkan sejak April
2024.

Menteri Imipas, Agus Andrianto, mengatakan pihaknya siap mengakomodasi permintaan KPK untuk
menampung tahanan meskipun kondisi rutan negara saat ini mengalami overkapasitas. Tahanan KPK
akan ditempatkan di lokasi yang sesuai dengan permintaan dari KPK. Menurut Agus, koordinasi
antarlembaga penegak hukum harus tetap berjalan demi menjaga kelancaran proses hukum. Ia
menekankan Kementerian Imipas tidak akan menutup ruang kerja sama, apalagi menyangkut
penegakan hukum di tingkat nasional. Lebih lanjut Agus mengungkapkan, bahwa pembangunan
lembaga pemasyarakatan (lapas) baru tengah diproses. Program ini merupakan bagian dari anggaran
tahun berjalan yang bersifat multiyears. Pembangunan lapas baru juga dilakukan untuk menjawab
persoalan overkapasitas di rutan dan lapas.

Data terbaru menunjukkan bahwa kapasitas lapas yang idealnya menampung sekitar 140 ribu
narapidana, kini harus menampung hingga 179 ribu narapidana. Hal ini memengaruhi efektivias
pembinaan dan pemenuhan hak dasar para narapidana. Pemerintah merespons kondisi ini dengan
membangun 13 lapas baru, salah satu di antaranya dirancang sebagai lapas super maximum security
di Pulau Nusakambangan. Sisanya akan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Upaya ini penting
sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi beban di lapas-lapas yang sudah tidak layak
tampung.20
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KERJA SAMA KPK DAN IMIPAS
MENGATASI OVERKAPASITAS RUTAN KPK
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Masalah overkapasitas lapas menjadi persoalan yang masih belum dapat
tertangani oleh pemerintah. Hal ini karena sebagian besar lapas di Indonesia tidak
mampu menampung banyaknya narapidana yang menjalankan hukuman.
Terjadinya overkapasitas lapas dapat berdampak pada pengelolaan lapas, dimana
dengan kondisi banyaknya narapidana di lapas dan kurangnya sipir/petugas lapas,
dapat berpengaruh pada kondisi keamanan, ketertiban, dan keselamatan bagi
narapidana dan/atau sipir/petugas lapas untuk mengontrol aktivitas narapidana.
Dengan adanya rencana kerja sama KPK dan Kementerian Imipas terkait titipan
tahanan dari KPK, DPR RI melalui Komisi XIII, dalam melaksanakan fungsi
pengawasan, dalam rapat kerja dengan Menteri Imipas perlu menanyakan
perkembangan kerja sama dengan KPK dalam penitipan tahanan KPK dan rencana
Kementerian Imipas menempatkan tahanan tersebut, mengingat Kementerian
Imipas juga mengalami overkapasitas rutan/lapas. Dalam kesempatan tersebut,
Komisi XIII DPR RI juga perlu menanyakan perkembangan pembangunan 13 lapas
baru dan lokasi, serta pengelolaannya.
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